BAB II
DAFTAR PENCARIAN ORANG OLEH KEPOLISIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG

KEPOLISIAN DAN FIKIH JINAYAH

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penetapan Daftar Pencarian Orang Oleh
Kepolisian
1. Pengertian penegakan hukum
Telah sering kita mendengar tentang masalah penegakan hukum.
Kenapa hukum harus ditegakkan? karena hukum mempunyai tujuan untuk
mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan
antara kepentingan yang melindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat
memperoleh sebanyak mungkin, apa yang menjadi haknya, demikian
pendapat Prof. Dr Van Apeldorn. Penegakan hukum adalah suatu proses,
untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi
kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. tiap-tiap individu dalam masyarakat
tidak selalu dengan suka rela mentaati peraturan-peraturan hukum, kadang-
kadang harus dengan cara didisiplinkan baru individu tersebut mau mentaati

peraturan hukum.'*

" D.P.M Sitompul, Hukum Kepolisian di Indonesia (suatu bunga rampai), (Bandung : Tarsito,
1985),25.
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Kerena hukum pada hakekatnya adalah perlindungan kepentingan
manusia, yang merupakan pedoman tentang bagaimana sepatutnya orang
harus bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar merupakan pedoman
belaka, perhiasan atau dekorasi. Hukum harus ditaati, dilaksanakan,
dipertahankan dan ditegakkan.'’

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara
ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian
pribadi. Dengan kata lain bahwa diskresi tersebut berada diantara hukum dan
moral (etika dalam arti sempit).'®

Atas dasar uraian diatas tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan
terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian
antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi
apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang
menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola prilaku
tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.!”

Menilik hal tersebut, penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti

pelaksanaan  perundang-undangan, ataupun pelaksanaan keputusan-

' Titik Triwulan Tutik, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006),
225.

¢ Ibid,231.

17 Soetjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang MepengaruhiPenegakan Hukum, (Jakarta :Rajawali
Pers, 2011),7.
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keputusan, ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, tetapi masalah
pokok dari pada penegak hukum terletak pada faktor-faktor yang
mempengaruhinya, Menurut Seorjono Soekanto, faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum meliputi : a). Faktor hukumnya sendiri;
Misalnya Undang-undang dan sebagainya. b). Faktor penegak hukum, yakni
pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. c). Faktor sarana
dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum. d) Faktor kebudayaan,
yakni hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia
didalam pergaulan hidup. ¢). Faktor Masyarakat, yakni lingkungan dimana
hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kelima faktor tersebut saling
berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakn
hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.
(1) Faktor hukumnya sendiri, Undang-undang, Di dalam tulisan ini, maka
yang diartikan dengan Undang-undang dalam arti materil adalah
(purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979) peraturan tertulis yang
berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.
Dengan demikian, maka Undang-undang dalam material (selanjutnya
disebut undang-undang) mencakup: a). Peraturan Pusat yang berlaku
untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun
yang berlaku umum disebagaian wilayah negara. b) Peraturan setempat

yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja. Mengenal
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berlakunya Undnag-undang tersebut terdapat beberapa ‘asas yang
tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak
positif. Artinya, supaya Undang-undang tersebut mencapai tujuannya,
schingga efektif Asas-asas tersebut antara lain (Purbacaraka& Soerjono
Soekanto 1979): 1). Undang-undang tidak berlaku Surut; artinya,
undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut
di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undnag-undang
itu dinyatakan berlaku. 2).Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa
yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. 3).
Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang
yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap
peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan
peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula
diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih
luas maupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus
tersebut. 4). Undang undang yang berlaku belakangan, membatalkan
undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya undang-undang lain
yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu,
tidak berlaku lagi apabila ada undnag-undang baru yang berlaku
belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna

atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengn undnag-undangan lama
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tersebut. 5). Undang-undang tidak dapat diganggu gugat. 6). Undang-
undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual
dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian
ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya supaya pembuat undang-undang
tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak
menjadi huruf mati.

Faktor Penegak Hukum, Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum *
adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung
dan secara tidak langsung berkecimpaung dibidang penegakan hukum. Di
dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan
dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang
penegakan hukum yang tidak hanya mencakup /aw enforcement, akan
tetapi juga peace maintenance. Kiranya sudah dapat diduga bahwa
kalangan tersebut mencakup mercka yang bertugas dibidang bidang
kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.
Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum hukum tersebut
mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial)
merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang
mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut
sebenarnya merupakan suatu wadah yang isisnya adalah hak-hak dan

kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi
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merupakan peranan atau role. Oleh karena itu, seseorang yang
mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan
(role occupant). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk
berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau
tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur,
sebagai berikut: a). Peranan yang ideal (ideal role ), b). Peranan yang
seharusnya (expected role ), c). Peranan yang dianggapoleh diri sendiri (
perceived role ), d).Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role ).
Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan role
performance atau role playing. Kiranya dapat dipahami, bahwa
perananyang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-
pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta
peranan yang sebenarnya dilakukan berasal ari diri pribadi. Dudah tentu
bahwa didalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila
sesecorang berhubungan dengan pihak lain (disebut role sector ) atau
dengan beberapa pihak (role ser). Masalah peranan dianggap penting,
oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih
banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka
diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat
oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Didalam

penegakan hukum diskresi sangant penting, oleh karena: a). Tidak ada
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perundang-undanganyang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat

mengatur semua prilaku manusia. b). Adanya kelambatan-kelambatan

untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan

didalam masyarakat, schingga menimbulkan ketidakpastian.'®

(3) Faktor Sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan
hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut
antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,
organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan
seterusnya. Kalau hal-hal tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan
hukumakan mencapai tujuannya

(4) Faktor penegakan hukum dari Masyarakat dan bertujuan untuk
mencapaiKedamaian didalam masyarakat. sebab itu masyarakat dapat
mempengaruhi penegakan hukum dimana peraturan hjukum berlaku atau
diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menetukan
penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. semakin tinggi
tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin

memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum dalam

masyarakat meliputi antara lain: a). adanya pengetahuan tentang hukum,

18 Ibid,.19-22.
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b). adanya penghayatan fungsi hukum, dan c). adanya ketaatan terhadap
hukum."

(5) Faktor Kebudayaan hakekatnya merupakan buah budidaya, cipta, rasa,
dan karsa manusia dimana suatu kelompok masyarakat berada. Dengan
demikian suatu kebudayaan didalamnya mencakup nilai-nilai yang
mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana merupkan konsepsi-
konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap buruk (sehingga
dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai
yang mencerminkan dua keadaan ekstrem yang harus diserasikan.
Pasangan nilai-nilai yang berperanan dalam hukum meliputi antara lain:
a). Nilai ketertiban dan nilai ketentraman, b). Nilai jasmaniah/
kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan, c). Nilai kelanggengan
atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inivatisme.

(6) Faktor penegakan hukum dari Masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
Kedamaian didalam masyarakat. sebab itu masyarakat dapat
mempengaruhi penegakan hukum dimana peraturan hjukum berlaku atau
diterapkan. Bagian terpenting dari masyarakat yang menetukan
penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. semakin tinggi

tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin

' Titik Triwulan Tutik, Pengantar Illmu Hukum, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006),
234-235.
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memungkinkan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum dalam
masyarakat meliputi antara lain: a). adanya pengetahuan tentang hukum,
b). adanya penghayatan fungsi hukum, dan c). adanya ketaatan terhadap
hukum.”
3. Penegakan Supremasi Hukum Dalam Islam
1. Hukum dan keadilan dalam Islam

Seorang hakim dalam Islam memiliki kewenangan yang luas
dalam melaksanakankeputusan hukumdan bebas dari pengaruh siapapun,
Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap
siapapun. al-Qur’an dalam Suray an-Nisa ayat 58 telah menetapkan garis
hukum:
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan
adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha
Melihat”.

Putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa keadilan hukum
dengan tidak memandang kepada siapa hukum itu diputuskan. Sikap ini

didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 8:

2% Titik Triwulan Tutik, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006),
234-235.



“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang
yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan
adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil
itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”,

Dari ayat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap adil itu
tidak akan memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Disisi
lain Allah menegaskan dalam surat an-Nisa ayat 135:

Dari ayat ini dapat ditarik tiga hukum, pertama menegakkan
hukum adalah kewajiban bagi semua orang, kedua setiap orang apabila
menjadi saksi hendaklah berlaku jujur dan adil, ketiga manusia dilarang
mengikuti hawa nafsu serta dilarang menyecleweng dari kebenaran.
Keadilan dalam Islam adalah kebenaran, kebenaran merupakan salah satu
nama Allah. Dia adalah sumber kebenaran yang dalam al-Qur’an disebut
al-Haq.

Apabila keadilan dikaitkan dengan hukum, maka sesungguhnya
dua hal tersebut dalam tatanan peradilan Islam dianggap sebagai sesuatu
interdependetie. Lahirnya hukum dituntut adanya rasa keadilan,

terwujudnya keadilan melahirkan teori keadilan, teori keadilan perlu
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diwujudkan dalam hukum, dan hukum harus melahirkan keputusan
hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Islam merupakan sendi yang
fundamental dalam rangka penegakan supremasi hukum. maka dalam
suatu tatanan masyarakat sangat memerlukan lembaga peradilan yang
menciptakan rasa dan nilai keadilan.

Apabila prinsip keadilan dihubungkan dengan hukum, maka harus
ada intervensi kekeuasaan yang dapat mengantarkan kearah tegaknya
hukum. ada beberapa tugas pokok bagi penyelenggara negara dalam
rangka menegakkan supremasi hujkum. Pertama; kewajiaban
menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujurdan bijaksana. Seluruh
rakyat tanpa kecuali, harus dapat merasakan nikmat keadilan yang
timbul dari kekuasaan negara, Kedua kewajiban menerapkan kekuasaan
kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana
mestinya, hukum berlaku bagi siapa saja, tanpa memandang
kedudukannya, ketiga kewajiban penyelenggara negara untuk
mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil dan kesejahteraan sosial.

Prinsip keadilan dalam Islafn mengandung konsep yang bernilai
tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia.
Keadilan manusia dengan doktrin humanismenya telah mengasingkan
nilai-nilai trasendental dan telah mengagungkan manusia sebagai

individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya konsep
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keadilan dalam Islam menempatkan manusia dalam kedudukannya yang
wajar, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.”!
2. Penegakan Supremasi Hukum
Islam adalah agama sempurna. Tidak ada sistem hukum di muka

bumi ini sesempurna Islam. Allah SWT berfirman:
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“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah[394], daging
babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang
tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam
binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya[395], dan
(diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan
juga) mengundi nasib dengan anak panah[396], (mengundi nasib dengan
anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini[397] orang-orang kafir
Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah
kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah
Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan
kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu.
Maka barang siapa terpaksa[398] Karena kelaparan tanpa sengaja
berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. ” (al-Maidah: 3).

Hukum Islam sangat lengkap dan mampu menjawab persoalan

hukum dan keadilan. Menurut Syeikh Abdurrahman al-Maliki dalam

2 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, (Jogjakarta: Logung Pustaka,
2004),73-78.
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kitabnya Nidzam al-Uqubat bahwa sanksi di dalam hukum Islam terdiri 4
macam, yakni Had, Jinayat, Ta’zir, dan Mukhalafah. Sanksi (uqubat)
memiliki fungsi pencegah dan penebus. Syeikh Muhammad Muhammad
Ismail dalam kitabnya Fikr al-Islam menjelaskan bahwa sanksi berfungsi
sebagai zawajir (pencegah) dan jawabir (penebus). Pencegah maksudnya
dengan sanksi itu orang takut berbuat jahat, karena menyadari
hukumannya berat. Penebus maksudnya orang berdosa di dunia harus
mendapatkan hukuman agar ia terlepas siksa di akhirat.

Di dalam al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk berhukum

dengannya dan mencampakkan sistem hukum buatan manusia;
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“Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan
membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-
kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab
yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah
turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan
meninggalkan kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap
umat diantara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang.
sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat
(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya
kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada
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Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu
apa yang Telah kamu perselisihkan itu, ”(QS al-Maa-idah : 48)

- 2 ‘ 2 - -
“Apakah hukum Jahlhyah yang mereka kehendaki dan hukum SIapakah

yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?”

(al-Maidah: 50).%

B. Pengertian Daftar Pencarian Orang Oleh Kepolisian Menurut Undang-undang
No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Dan Fikih Jinayah
1. Pengertian Daftar Pencarian Orang Menurut Undang-undang No. 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian
Hukum adalah merupakan pelindung bagi para individu agar ia tidak
diperlakukan semena-mena disatu pihak, dan di pihak lain hukum merupakan
pelindung bagi masyarakat dan negara agar tidak seorangpun melanggar
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Dengan demikian hukum
bukan saja merupakan salah satu jaminan perlindungan terhadap individu
agar tidak diperlakukan semena-mena, tetapi juga merupakan alat pengatur
antara hak dan kewajiban serta antara kewajiban dan ketertiban. Alat
penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya bukan semata-mata bertolak
pada kekuasaan dan kewenangan yang ada padanya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, tetapi juga wajib melayani kebutuhan hukum individu dan

kepentingan masyarakat atau negara scbagai satu kesatuan secara serasi dan

22 http://santoso-innovation.blogspot .com/201 l/lZ/nulis-lagi-yuk.htnilixzzZZiQij EM.
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seimbang. Aparat penegak hukum harus berani mengambil langkah-langkah
secara tegas kepada setiap pelanggar hukum dan melindungi setiap orang dari
setiap tindakan pelanggar hukum.?

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa Hukum pidana adalah bagian
dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan
dasar-dasar atau aturan-aturan untuk : a). Menentukan perbuatan mana yang
tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi
berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. b).
Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimanayang telah diancamkan. c). Menentukan dengan cara bagaimana
pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka
telah melanggar larangan tersebut.”

Penetapan Daftar Pencarian Orang merupakan suatu proses penegakan
hukum acara pidana yang pada dasarnya tidak diatur secara jelas dalam Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi dalam proses penegakan
hukumi pidana keberadaan Dafiar Pencarian Orang kerap kali diidentikan

sebagai bagaian dari proses hukum acara pidana.?

BAli Yuswandi, Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana,
(Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995), 1-2.

2% Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), 6.

5 Abuabuaan’ * Analisis-Y uridis-Mengenai-Stat us;Http://abuabuaan.blogspot.com/201103/
analisis-yuridis-mengenai-status.html
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Hukum pidana formal (Hukum Acara Pidana) mengatur tentang
bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk
memidana dan menjatuhkan pidana.”

Tindakan kepolisian adalah setiap tindakan atau perbuatan kepolisian
berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan
dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberian
perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta
penegakan hukum. Tindakan kepolisian memposisikan polisi sebagai subyek
hukum, artinya sebagai drager van rechten en plichten atau pendukung hak-
hak dan kewajiban-kewajiban, dimana kepolisian (sebagai lembaga maupun
fungsi) melakukan berbagai tindakan yang bersifat tindakan hukum
(rechthandelingen) maupun tindakan yang berdasarkan fakta atau nyata
(feitelijkkhandelingen). Tindakan hukum adalah suatu tindaka yang
menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti tindakan dalam rangka
penegakan hukum (penangkapan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan,
penggeledahan dlt).’

Jadi didalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Republik Indonesia tidak memberikan definisi mengenai Daftar Pencarian
Orang, akan tetapi terkait dengan tindakan kepolisian dalam menangani

tindak pidana sebagai wujud dalam penegakan hukum yang mempunyai tugas

2‘E'Andl Hamzah,Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), 4.
%7 Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009), 5.
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dan wewenang yang diberikan oleh hukum acara pidana dan undang-undang
Kepolisian No.2 Tahun 2002 mempunyai tugas pokok Kepolisian Negara
Republik Indonesia diatur dalam pasal 14 huruf g, dalam pasal tersebut
disebutkan tugas pokok Kepolisian negara yang berkaitan dengan tindak
pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya, maka penetapan status Daftar Pencarian Orang diberikan kepada
pihak Kepolisian selaku penyelidik dan penyidik.

Akan tetapi pengertian Daftar Pencarian Orang dijelaskan dalam
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009
Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana di
lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada pasal 139 ayat 1
bahwa Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka
penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan ternyata tidak jelas
keberadaannya, dapat dicatat di dalam DPO dan dibuatkan Surat Pencarian
Orang.28

Dan dari hasil yang diperoleh dari hasil wawancara secara tertulis dari
narasumber yaitu Kepolisian, Polsek wonocol, JI. Margorejo Indah XIX/01

Surabaya. Bahwa Pengertian Daftar Pencarian Orang oleh Kepolisian adalah

?® Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang
Pengawasan dan Pengendalian Penanganan perkara pidana di lingkungan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, pasal 139 ayat 1.
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seseorang yang diduga keras turut serta atau berkaitan dengan suatu kasus
tindak pidana yang belum tertangkap dimana untuk perkara tindak pidana
tersebut masih berjalan.”

Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa
pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri
dari: 1). Objektif yaitu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan
hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman
hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah
tindakannya. 2). Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak
dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya
pelaku (seseorang atau beberapa orang). Maka kalau ada suatu perbuatan
yang dilakukan oleh sescorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat
dinyatakan scbagai peristiwa pidana, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi
sebagai peristiwa pidana ialah 1). Harus ada suatu perbuatan; 2). Perbuatan
itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum; 3).
Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan; 4).
Harus berlawanan dengan hukum. 5). Harus terdapat acaman hukumannya.*

Jadi Daftar Pencarian Orang dapat dikatakan suatu tindak pidana atau

terjadinya suatu peristiwa pidana dimana perbuatan seseorang yang diduga

¥ M.C Annas, Wawancara, Polsek Wonocolo JI. Margorejo Indah XIX/01 Surabaya, 16 April
2011.
*® Teguh prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 16-18.
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keras turut serta atau berkaitan dengan suatu kasus tindak pidana namun
belum tertangkap ini, dilihat dari pembahasan unsur-unsur serta syarat-syarat
diatas maka Daftar Pencarian Orang dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa
pidana karena memenuhi unsur serta syarat-syarat dapat dikatakan suatu
peristiwa pidana.

Alasan seseorang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang apabila
berdasarkan pemeriksaan saksi dan alat bukti yang cukup dengan keyakinan
Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka atau pelaku tindak
pidana selanjutnya penyidik menerbitkan surat perintah penangkapan dan
apabila belum berhasil ditangkap maka penyidik menerbitkan Daftar
Pencarian Orang.”'

Diketahui adanya suatu tindak pidana, pengetahuan adanya suatu
tindak pidana terjadi di karenakan: a). Pengetahuan penyelidik atau penyidik
sendiri; b). Tertangkap tangan (pasal 1 butir 19 Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana); c). Adanya laporan (pasal 1 butir 24 Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana); d). Adanya pengaduan (pasal 1 butir 25 Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana). Pengetahuan penyelidik atau

penyidik bisa didapatkan ketika dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,

3! M.C Annas, Wawancara, Polsek Wonocolo JI. Margorejo Indah XIX/01 Surabaya, 16 April
2011.
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mendengar pembicaraan masyarakat, mendapat informasi, mengetahui dari
media massa.”

Daftar Pencarian Orang sendiri dapat diketahui oleh Kepolisian
khususnya penyidik atau penyelidik dengan menjalankan tugasnya Kepolisian
memperoleh dari pembicaraan masyarakat, mendapat informasi, mengetahui
dari media massa atau mendapat laporan dan pengaduan yang merupakan
pemberitahuan kepada Kepolisian tentang adanya tindak pidana yang sedang
terjadi seperti pelaku buron atau melarikan diri.

2. Pengertian Daftar Pencarian Orang menurut Fikih Jinayah

Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan
kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik
atau non fisik, seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun
kejahatan terhadap harta benda dan lainnya, harus dipahami yaitu pertama
adalah istilah Jinayah dan kedua adalah jarimah, dinamai Hukum Pidana yang
merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, strafrecht. Buku atau Kitab yang
memuat rincian perbuatan pelanggaran atau kejahatan dan hukuman yang
diancamkan kepada pelaku perbuatan tersebut dinamakan Kitab Undang-
undang Hukum Pidana atau dalam bahasa aslinya dikenal sebagai Wetboek

van strafrecht.”

32 Hari Sasangka, Penyidikan, Penahanan, Penuntutan, dan Praperadilan dalam Teori dan
Praktik, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 32-33.
33 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam(Figih Jinsyah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 11.
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Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fikih Jinayah.
Fikih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu Fikih dan Jinayah. Pengertian Fikih
secara bahasa dari lafal fagiha, yafgahu fighan, yang berarti mengerti, paham.
Pengertian Fikih secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf

adalah sebagai berikut.
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“Fikih adalah ilmu tentang hukum Syara’ praktis yang diambil dari
dalil-dallil yang terperinci. Atau fikih adalah himpunan hukum-hukum syara;
yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci”.

Adapun Jinayah menurut bahasa adalah

u
/,i, g8 .

"Nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang
diusahakan.”
Pengertian Jinayah secara istilah figaha sebagaimana yang

dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

[P ] °
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“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh

Syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya”.
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Dalam konteks ini pengertian Jinayah sama dengan jarimah.
Pengertian jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Mawardi adalah

sebagai berikut.
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"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ yang
diancam oleh Allah dengan hukuman had atau za’zi7".

Apabila kedua kata tersebut digabungkan maka pengertian Fikih
Jinayah itu adalah ilmu tentang hukum Syara’ yang berkaitan dengan
masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil
dari dalil-dalil yang terperinci. Pengertian Figih tersebut diatas sejalan
dengan pengertian hukum pidana menurut hukum positif. Musthafa
Abdullah, S H, dan Ruben Ahmad, S.H mengemukakan bahwa hukum pidana
adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukuman pidana. Atau
dengan kata lain hukum pidana itu adalah serangkaian peraturan yang
mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.**

Tidak ada pengertian Daftar Pencarian Orang menurut fikih jinayah,
hanya saja dalam objek Fikih Jinayah membahas hukum Syara’ yang
menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya. jika dilihat dari

pengertian Daftar Pencarian Orang oleh kepolisian yaitu seseorang yang

* Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), (Jakarta:
Sinar Grafika, 2004), 1-2.
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diduga keras turut serta atau berkaitan dengan suatu kasus tindak pidana
yang belum tertangkap, dimana untuk perkara tindak pidana tersebut masih
berjalan.*’dapat dikatakan suatu jarimah dimana perbuatan-perbuatan yang
dilarang oleh Syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman Aad atau

ta’zr.

> M.C Annas, Wawancara, Polsek Wonocolo, JI. Margorejo Indah XIX/01 Surabaya, 16 April
2011.



